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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pernikahan online memang tidak diatur secara jelas dalam uu
perkawinan, kompilasi hukum islam dan peraturan lainnya tentang
perkawinan, namun hakim berhak memutuskan suatu perkara berdasarkan
hati nurani nya namun tidak melanggar norma norma yang ada, perkara
pernikahan telah dilegalkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui
Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No0.1751/P/1989 dengan
pertimbangan ketidakhadiran secara fisik calon mempelai laki-laki di
tempat calon mempelai pernikahan perempuan atau walinya yang
mengijabkan tidak mengurangi sahnya

2. Legitimasi perkawinan yang dimaksud disini adalah masalah keabsahan,
maka perkawinan dilakukn secara online dilihat dari 2 aspek, antara lain:

a. Keabsahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas
perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
adalah sah hukumnya apabila dilakukan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)
dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan melihat
juga pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan
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Transaksi Elektronik karena pernikahan yang dilakukan secaea online
ini menggunakan media elektronik yang diatur dalam undang-undang
tersebut dimana dalam hal ini ditur jelas tentang tanda tangan
elektronik.

b. Keabsahan menurut hukum Islam, para ulama bersepakat bahwa syarat
pernikahan yaitu satu majelis, namun ada perbedaan pendapat
mengenai satu majelis ini. Menurut imam Hanafi satu majelis berati
satu waktu artinya tidak boleh terputus antara ijab dan gabul. Namun
satu majelis menurut Imam Syafi’i yakni satu tempat karena ini
berkaitan dengan tugas saksi yang harus meliat dengan jelas oleh mata
dan kepalanya sendiri pihak yang melakukan ijab qabul. Jadi
pernikahan yang dilakukan secara online tersebut sah adanya apabila
sudah terpenuhi syarat dan rukunnya sebuah pernikahan.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Aparat Legislatif bersama Pemerintah perlu melakukan perubahan/revisi
atau menambahkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan KHI
(Kompilasi Hukum Islam) yang lebih detail terkait dengan pernikahan
online atau melalui telepon karena keberadaan hukum Islam dan hukum
positif dalam masalah pernikahan harus beriringan dengan perkembangan
peradaban manusia, sementara perkembangan teknologi informasi lebih

cepat dan pesat jika dibandingkan dengan perkembangan substansi hukum.
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2. Diharapkan kepada masyarakat agar sebaiknya tidak melakukan
pernikahan secara online agar tidak ada keraguan sah atau tidaknya secara
hukum dan agar pernikahan mereka secara administratif memiliki

kekuatan hukum dan kepastian hukum.
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